
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2013  

TENTANG   

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERA
PT. MAPAN KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,  

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong 
pengembangan perekonomian perlu 
membentuk Badan Usaha Milik 
Daerah yang merupakan salah satu 
pelaku ekonomi untuk mengelola 
potensi daerah secara optimal serta 
meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah;

b. bahwa salah satu upaya untuk 
mewujudkan keberhasilan otonomi 
daerah, dibutuhkan landasan yang 
kuat bagi dunia usaha guna 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dalam rangka 
menghadapi tantangan 
perkembangan perekonomian di 
masa mendatang, sehingga 
diperlukan pembentukan Ba
Usaha Milik Daerah berdasarkan 
potensi daerah dan peraturan 
perundang-undangan;

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

USAHA MILIK DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA    

bahwa untuk mendorong 
pengembangan perekonomian perlu 
membentuk Badan Usaha Milik 
Daerah yang merupakan salah satu 
pelaku ekonomi untuk mengelola 
potensi daerah secara optimal serta 
meningkatkan Pendapatan Asli 

upaya untuk 
mewujudkan keberhasilan otonomi 
daerah, dibutuhkan landasan yang 
kuat bagi dunia usaha guna 
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masyarakat dalam rangka 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
pada huruf a dan huruf b di atas, 
perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pembentukan 
Badan Usaha Milik Daerah PT. 
Mapan Kota Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1962 tentang Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);



5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Kota 
Sungai Penuh di Provinsi Jambi
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 9898, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4871);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kota/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4737);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK 
DAERAH PT. MAPAN KOTA SUNGAI 
PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Sungai Penuh.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah.

5. APBD Pemerintah Daerah adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota 
Sungai Penuh.

6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat 
PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota 
Sungai Penuh.



7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjuntnya 
disingkat BUMD, adalah semua perusahaan yang 
didirikan Pemerintah Daerah yang modalnya untuk 
seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan 
Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain 
dengan atau berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT 
adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 
pelaksanaannya.  

9. Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas 
Mandiri, Maju Dalam Ekonomi dan Terdepan Dalam 
Pendidikan Kota Sungai Penuh yang selanjutnya
disingkat BUMD PT. Mapan adalah Badan Hukum 
yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham Kota Sungai Penuh.

10. Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas 
melakukan pengawasan secara umum dan/atau 
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.

11. Direksi adalah seseorang yang diangkat dan 
diberhentikan oleh RUPS yang bertanggungjawab 
penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan 
tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam
maupun di luar Pengadilan.

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya 
disingkat RUPS adalah adalah Organ BUMD yang 
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan 
dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.


